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ABSTRAK 

 

Boy Putra Ibrahim, 201810115219, Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan 

Asuransi 

Kepaillitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan 

pemberasannya dilakukan oleh Kurator di Bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan 

diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). Dalam hal kepailitan perusahaan asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan yang dapat 

mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 disebutkan sejak tanggal 31 Desember 2012 

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasal Modal dan 

Lembaga Keuangan ke OJK. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2014 tentang Perasuransian Pasal 50 dimana permohonan pernyataan pailit terhadap 

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan 

reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Pasal 5 menyatakan dalam hal 

debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit 

hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan yang kemudian dialihkan ke OJK. 

Pengajuan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang nasabah perusahaan asuransi dan 

dikabulkan oleh Majelis Hakim membuat tanda tanya besar. Bagaimana bisa perseorangan 

memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit padahal dalam Undang-Undang Kepailitan 

sudah jelas bahwa hanya Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki hak tersebut. Hal ini menjadi 

perdebatan di kalangan entitas hukum. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 

sehingga mengkabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh perseorangan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 
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dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data 

sekunder. Dengan bahan-bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan. 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah, pertama untuk mengetahui kedudukan nasabah 

asuransi dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, kedua untuk 

mengetahui upaya hukum yang diambil oleh nasabah perusahaan asuransi setelah adanya 

putusan kasasi dan juga putusan peninjauan kembali. 

Kata Kunci : PKPU, Kepailitan, Perusahaan Asuransi, OJK 
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ABSTRACT 

Boy Putra Ibrahim, 201810115219, Submission of Requests for Postponement of Debt 

Payment Obligations (PKPU) and Bankruptcy Against Debtors Who Are Insurance Companies  

Bankruptcy is a general confiscation of all the assets of a Bankrupt Debtor whose management 

and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. 

Bankruptcy is regulated in the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations 

(PKPU) Act. In the event of an insurance company bankruptcy, only the Financial Services 

Authority can apply for bankruptcy to the Commercial Court. in Law Number 21 of 2011 

concerning the Financial Services Authority Article 55 states that since December 31 2012 the 

functions, duties and authorities for regulation and supervision of financial services activities 

in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Institutions and Other Financial 

Services Institutions sectors switch from the Minister of Finance and the Supervisory Board 

for Articles of Capital and Financial Institutions to the OJK. This is also stated in Law Number 

40 of 2014 concerning Insurance Article 50 whereby a request for a declaration of bankruptcy 

against an insurance company, sharia insurance company, reinsurance company, or sharia 

reinsurance company based on this law can only be submitted by the Financial Services 

Authority. Then in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of 

Obligations for Payment of Debt (PKPU) in Article 5 it states that in the event that the debtor 

is an Insurance Company, Reinsurance Company, Pension Fund, or a State-Owned Enterprise 

operating in the field of public interest, a request for a statement bankruptcy can only be filed 

by the Minister of Finance which is then transferred to the OJK. 

The submission of a bankruptcy statement filed by an insurance company customer and granted 

by the Panel of Judges raises a big question mark. How can an individual have the right to 

apply for bankruptcy when it is clear in the Bankruptcy Law that only the Financial Services 

Authority has this right. This is a debate among legal entities. What was the consideration of 

the Panel of Judges so that it granted the bankruptcy petition submitted by the individual. 

This study uses research methods that are normative juridical, in which law is conceptualized 

as what is written in laws and regulations or law is conceptualized as rules or norms which are 

benchmarks for human behavior that are considered appropriate. This research uses document 

study as a secondary data collection tool. With primary legal materials in the form of statutory 

regulations. 

The purpose of writing this thesis is, firstly to find out the position of the insurance customer 

in submitting a bankruptcy application to the insurance company, secondly to find out the legal 

remedies taken by the insurance company's customer after the cassation decision and also the 

judicial review decision. 

Keywords : Suspension of Payment, Bankruptcy, Insurance Company, Financial Services 

Authority 
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